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PENYAMPAIAN KONTRAK KELAS
1. Kehadiran mahasiswa diharapkan tepat waktu, keterlambatan diberikan toleransi 30 menit dari masuk kelas.

2. Mahasiswa tidak diperkenan menggenakan kaos oblong, sandal, merokok, membawa minuman keras, dan hal-hal yang dilarang oleh universitas.

3. Bersama-sama menghargai proses perkuliahan dan menjaga kelancaran perkuliahan. 

4. Sistem tugas dibedakan atas dua, yaitu tugas individu dan kelompok, keduanya dikumpulkan tepat waktu. Keterlambatan mengumpulan tugas akan mengurangi nilai dan ditoleransi hingga UTS (untuk tugas pribadi) dan hingga UAS (untuk tugas kelompok). Tugas yang tidak mencantumkan nama, kelas, dan NPM tidak akan diinput.

5. Mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas individu akan diumumkan sebelum UTS dan tugas kelompok sebelum UAS.

6. Bagi mahasiswa yang belum mengikuti UTS dan UAS diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan (sesuai dengan ketentuan fakultas). 

KOMPETENSI PENILAIAN
	NO
	Aspek Penilaian
	Prosentase

	1
	Kehadiran
	10 %

	2
	Tugas
	20 %

	3
	UTS
	30 %

	4
	UAS
	40 %

	TOTAL
	100 %
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PENGANTAR

Public Relations (PR) yang di Indonesia disebut sebagai Hubungan Masyarakat (Humas) adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi/ lembaga dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Dari definisi ini setidaknya dapat dijelaskan bahwa PR adalah kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan lembaga/instansi kepada publiknya dengan maksud adanya saling pengertian. Komunikasi ini harus di rencanakan karena menyakngkut tujuan-tujuan lembaga.

Webster’s New World Dictionary mendefinisikan PR sebagai hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas, khususnya mengenai fungsi-fungsi organisasi yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan opini publik yang menyenangkan untuk dirinya sendiri.

Sampai awal dekade 1970 - 1980 tidak kurang dari 2.000 definisi PR yang dapat dijumpai dalam buku-buku serta majalah ilmiah dan berbagai terbitan berkala lainnya, sejak pengetahuan itu diketahui sebagai profesi. Karena begitu banyaknya definisi PR itu, maka para pemrakarsa PR dari berbagai negara di seluruh dunia yang terhimpun dalam organisasi bernama, The International Public Relations Association (IPRA), bersepakat untuk merumuskan sebuah definisi dengan harapan dapat diterima dan dipraktekkan bersama. Menurut IPRA, “Public Relations is a management functions, of a continuing and planned character, through which public and private organizations and institutions seek to win and retain the understanding, sympathy and support of those with whom they are or maybe concerned – by evaluating public opinion about themselves, in order to correlate, as fast as possible, their own policies and procedures, to achieve by planned and widespread information more productive co-operation and more efficient fulfillment of their common interests.” (PR adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkesinambungan,dimana organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka. 

Diharapkan dengan adanya modul etika PR ini mahasiswa mampu memahami peran, fungsi, dan tugas PR, agar dapat dijadikan landasan dalam 
ii

melakukan setiap kegiatan sebagai komunikator lembaga, untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan publik secara seimbang. kaitannya atau yang mungkin ada hubungannya – dengan jalan menilai pendapat umum di antara mereka, untuk mengkorelasikan sedapat mungkin, kebijaksanaan dan tata cara mereka, yang dengan informasi terencana dan tersebar luas, mencapai kerja sama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien.
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BAB I

PENGERTIAN ETIKA
KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Etika.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Pengertian Etika.
TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Pengertian Etika.

Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, etika adalah nilai-nilai, dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. (Sobur, 2001).
Ditinjau dari sudut ilmu komunikasi seorang pejabat PR adalah komunikator organisasional, bukan komunikator individu seperti seorang kiai memimpin pesantren atau seorang dosen perguruan tinggi (Effendy, 1998).
Menurut Effendy (1998), pejabat PR bergiat melayani publik sebagai wakil organisasi tempat ia bekerja. Apa yang ia katakan dan ia lakukan menyangkut nilai dirinya dan citra organisasinya. Oleh karena itu seorang profesional organisasional, harus menjadi sumber kredibilitas, dalam arti kata sebagai seorang profesional ia harus dapat dipercaya, beritikad baik serta bersikap dan berperilaku terpuji.

Seorang profesional organisasi kegiatannya menyangkut penilaian masyarakat, sehingga banyak organisasi yang berkaitan dengan profesionalisme menyusun suatu kode etik yang wajib dipatuhi oleh para anggota organisasi tersebut. Demikian, maka di masyarakat dikenal berbagai kode etik, misalnya kode etik jurnalistik, kode etik kedokteran, kode etik periklanan, kode etik hubungan masyarakat dan lainnya. Tujuan diadakan kode etik tersebut ialah agar para anggota organisasi bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka manjaga citra organisasinya.

Pengertian Etika
Berbicara mengenai pengertian etika, Effendy (1998) menyebutkan istilah etika mempunyai dua pengertian, secara luas dan secara sempit. Secara luas, dilihat dari istilah bahasa Inggris yakni ethics. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ethica yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam ikatannya dengan perilaku manusia, apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk; dengan kata lain itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan kata lain etika adalah filasafat moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus bertindak.

Etika dalam pengertian sempit atau dalam bahasa Inggris ethic (tanpa”s”) secara etimologis berasal dari bahasa Latin “ethicus” atau bahasa Yunani “ethicos” yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral.

Pendapat Kenneth E. Andersen, yang disitir Effendy (1998), mendefinisikan etika sebagai suatu studi tentang nilai-nilai dan landasan bagi penerapannya. Ia bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa itu kebaikan atau keburukan dan bagaimana seharusnya.

Ia menyebutkan pula istilah-istilah etika (ethics, ethic), etis (ethical) moralitas dan moral acapkali dipergunakan secara tertukar sehingga membingungkan. Tetapi etika hanya berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar, sehingga patut dihukum. Bagaimana jenis hukuman dan berat tidaknya hukuman yang dikenakan bergantung pada tindakan yang dilakukan.

Tetapi etika tidak membuat seorang menjadi baik, menunjukkan kepadanya baik buruknya perbuatan itu. Meskipun demikian, etika turut mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik dalam arti kata melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan sebagaimana seharusnya. Memang manusia hidup dalam rentangan jaringan norma berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan.

Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin “Ethicos” yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang mebicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.
Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai filsafat etika, filsafat moral atau filsafat susila. 
Dengan demikian dapat dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika adalah penyelidikan filsafat bidang moral. Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia itu berlaku benar. Etika juga merupakan filsafat praxis manusia. etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar dalam pengertian lain tentang moral. Etika dapat dibedakan menjadi tiga macam:

1. Etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang.
2. Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya, seseorang dikatakan etis apabila orang tersebut telah berbuat kebajikan.
3. Etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

Kita juga sering mendengar istilah descriptive ethics, normative ethics, dan philosophy ethics.
1. Descriptive ethics, adalah: gambaran atau lukisan tentang etika.
2. Normative ethics, adalah: norma-norma tertentu tentang etika agar seorang dapat dikatakan bermoral.
3. Philosophy ethics, adalah: etika sebagai filsafat, yang menyelidiki kebenaran.

Etika sebagai filsafat, berarti mencari keterangan yang benar, mencari ukuran-ukuran yang baik dan yang buruk bagi tingkah laku manusia. Serta mencari norma-norma, ukuran-ukuran mana susial itu, tindakan manakah yang paling dianggap baik. Dalam filsafat, masalah baik dan buruk (good and evil) dibicarakan dalam etika. Tugas etika tidak lain berusaha untuk hal yang baik dan yang dikatakan buruk. Sedangkan tujuan etika, agar setiap manusia mengetahui dan menjalankan perilaku, sebab perilaku yang baik bukan saja bagi dirinya saja, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan Negara, dan yang terpenting bagi Tuhan yang Maha Esa.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Bertens tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “system nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya etika orang jawa, etika agama Buddha.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya, Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Dihubungkan dengan Etika Profesi PR, etika dalam arti pertama dan kedua adalah relevan karena kedua arti tersebut berkenaan dengan perilaku seseorang atau sekelompok profesi sebagai seorang PR. Misalnya staff PR tidak bermoral, artinya perbuatan staff PR itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok PR tersebut. Dihubungkan dengan arti kedua, Etika Profesi PR berarti Kode Etik Profesi PR
Pengertian etika juga dikemukakan oleh Sumaryono (1995), menurut beliau etika berasal dati istilah Yunani ethos yang mempunyai arti adapt-istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian tersebut, etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan antara etika perangai dan etika moral.

1. Etika Perangai, Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambaran perangai manusia dalam kehidupan bermasyarakat di aderah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai:
a. Berbusana adat.
b. Pergaulan muda-mudi
c. Perkawinan semenda.
d. Upacara adat.
2. Etika Moral, Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral:
a. Berkata dan berbuat jujur.
b. Menghargai hak orang lain.
c. Menghormati orangtua dan guru
d. Membela kebenaran dan keadilan.
e. Menyantuni anak yatim/piatu.

Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran, dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia selalu dikehendaki dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar. Dengan demikian ia mempertanggung jawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu. Kebebasan kehendak mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya berkehandak untuk di hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang dibuat oleh penguasa.

Etika Pribadi dan Etika Sosial
Dalam kehidupan masyarakat kita mengenal etika pribadi dan etika social. Untuk mengetahui etika pribadi dan etika social diberikan contoh sebagai berikut:
1. Etika Pribadi. Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehinnga ia lupa akan diri pribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang tidak terpuji dimata masyarakat (mabuk-mabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehinnga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam emngembangkan etika pribadinya.
2. Etika Social. Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uang negara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang Negara utnuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.

Manfaat Etika


Adapun manfaat dari etika antara lain:

1. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral.
2. Dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah, sehingga dalam melayani tamu kita tetap dapat yang layak diterima dan ditolak mengambil sikap yang bisa dipertanggungjawabkan.
3. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat.
4. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai yang dibawa tamu dan yang telah dianut oleh petugas.
BAB II

PENGERTIAN ETIKET

KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Etiket.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Pengertian Etiket.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Pengertian Etiket.

Dua istilah, yaitu etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang diartikan sama, dipergunakan silih berganti. Kedua istilah tersebut memang hampir sama pengertiannya, tetapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya, yang satu lebih luas dari pada yang alin. Istilah etiket berasal dari kata Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. 
Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Dewasa ini istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu dirumah maupun di kantor dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan.
Dalam pergaulan hidup, etiket merupakan tata cara dan tata krama yang baik dalam menggunakan bahasa maupun dalam tingkah laku. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses dalam perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan.
Etiket juga merupakan aturan-aturan konvensional melalui tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, merupakan tatacara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antarpribadi, sesuai dengan status social masing-masing individu. Etiket didukung oleh berbagai macam nilai, antara lain:

1. Nilai-nilai kepentingan  umum.

2. Nilai-nilai kehjujuran, keterbukaan dan kebaikan.
3. Nilai-nilai kesejahteraan.
4. Nilai-nilai kesopanan, harga-menghargai.
5. Nilai diskresi (discretion: pertimbangan) penuh pertimbangan. Mampu membedakan sesuatu yang patut dirahasiakan dan boleh dikatakan atau tidak dirahasiakan.

Diatas dikatakan bahwa etiket merupakan kumpulan cara dan sifat perbuatan yang lebih bersifat jasmaniah atau lahiriah saja. Etiket juga sering disebut tata krama, yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antarmanusia setempat. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kebiasaan sopan santun atau tata sopan santun. Sedangkan etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersikap jasmaniah maupun yang bersikap rohaniah. Kesadaran manusia terhadap kesadaran baik buruk disebut kesadaran etis atau kesadaran moral.
Beberapa definisi Etiket adalah sebagai berikut:

1. Etiket adalah kumpulan tata cara dan sikap yang baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab.
2. Etiket adalah tata krama, sopan santun atau aturan-aturan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta anutan dalam bertingkah laku.
3. Etiket adalah tata peraturan pergaulan yang disetujui oleh masyarakat terten tu dan menjadi norma dan anutan dalam bertingkah laku anggota masyarakat.

Dari ketiga definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari etiket adalah tata aturan pergaulan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta anutan dalam bertingkahlaku pada anggota masyarakat tersebut.

Etiket adalah ketentuan tidak tertulis yang mengatur tindak dan gerak manusia yang berkaitan dengan:
1. Sikap dan perilaku, yaitu bagaimana anda bersikap dan berperilaku dalam menghadapi suatu situasi.
2. Ekspresi wajah, yaitu bagaimana raut muka yang harus anda tampilkan dalam menghadapi suatu situasi, misalnya dalam melayani tamu.
3. Penampilan, yaitu sopan santun mengenai cara anda menampilkan diri, misalnya: cara duduk, cara berdiri adalah wajar dan tidak dibuat-buat dan sebagainya.
4. Cara berpakaian, yaitu cara mengatur tentang sopan santun anda dalam mengenakan pakaian, baik menyangkut gaya pakaian, tata warna, keserasian model yang tidak menyolok dan lain-lain.
5. Cara berbicara, yaitu tata cara/sopan santun anda dalam berbicara caik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Gerak-gerik, yaitu sopan santun dalam gerak-gerik badan dalam berbicara secara langsung berhadapan dengan tamu.
Perbedaan Etika Dengan Etiket
Dari uraian diatas, mengenai perbedaan etika dan etiket, dapat disimpulkan sebagai berikut:

	ETIKET
	ETIKA

	CARA

Sekretaris dalam melayani tamunya harus bersikap sopan dan ramah, menunjukkan muka yang manis. Jika hal ini tidak dipatuhi, maka sekretaris dianggap telah melanggar etiket.
	NIAT

Sekretaris yang memberikan data dengan sebenar-benarnya, tetapi dilaksanakan dengan muka cemberut, maka sekretaris tersebut tidak melanggar etika, tetapi melanggar etiket.

	FORMALITAS

Sekretaris harus berpakaian rapi   dan sopan. Ia dianggap melanggar etiket bila melayani tamu dengan memakai baju singlet atau memakai sandal.
	NURANI

Sekretaris yang melakukan perbuatan tidak jujur, walaupun pakaian rapi namun etika diabaikan.

	RELATIF

Bila anda diundang oleh atasan anda untuk makan bersama, maka harus menggunakan sendok. Tetapi bila dilakukan dengan santai, maka aturan tersebut tidak berlaku.
	MUTLAK

Ketentuan yang mengatakan jangan melakukan manipulasi dan mempermainkan data, sifatnya mutlak dimana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja.

	LAHIRIAH

Hanya terlihat wujud nyata dan penampilan. Contoh: cara berbicara.
	BATHINIAH

Menyangkut sifat batin dan hati nurani. Contoh; sifat jujur, dll.


Dari uraian perbedaan etika dan etiket tersebut, jelaslah bahwa etika adalah yang utama dan mendasar untuk membentuk sikap dan perilaku untuk selanjutnya apabila disukung oleh pengalaman etiket yang baik, maka sikap dan perilaku tersebut akan sempurna. Apabila telah mempunyai etika yang baik tetapi tidak didukung oleh etiket yang baik pula, maka kita akan gagal karena secara lahiriah kita kurang disenangi, dihormati atau dihargai oleh orang lain. 
Akan tetapi sebaliknya, apabila kita hanya mengamalkan etiket yang baik tanpa didukung dengan etika, mka dalam jangka waktu yang pendek kita akan tampak berhasil, karena kita telah berhasil memanipulasi nurani, batin kita dengan penampilan lahiriah yang meyakinkan, sehingga kita akan dihargai, dihormati, dan disenangi. Agar kita dapat dihargai dan disenagi orang lain sepanjang masa, maka kita harus dapat mengamalkan secara bersama-sama antara etika dan etiket.

Manfaat Beretiket
Manfaat beretiket yakni menjalin hubungan yang baik dengan tamu. Bila kita telah menerapkan etiket dalam melayani tamu, maka tamu akan merasa dirinya diperhatikan dan dihargai. Dengan demikian akan terjalin rasa saling menghargai dan hubungan baik pun akan terbina, antara lain:
1. Memupuk persahabatan, agar kita diterima dalam pergaulan.
2. Untuk menyenangkan serta memuaskan orang lain.
3. Untuk tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain.
4. Untuk membina dan menjaga hubungan baik.
5. Membujuk serta mempertahankan klien lama.
BAB III

PENGERTIAN MORAL

KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Moral.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Pengertian Moral.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Pengertian Moral.

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moralisasi, berarti uraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi, berarti kerusakan moral. Menurut asal katanya “moral” dari kata mores dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan menjadi “aturan kesusilaan”. 
Dalam bahasa sehari-hari, yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tetapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun dan tidak cabul. Jadi, moral adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta, su artinya “lebih baik”, sila berarti “dasar-dasar”, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik.
Pengertian moral dibedakan dengan pengertian kelaziman, meskipun dalam praktek kehidupan sehari-hari kedua pengertian itu tidak jelas batas-batasnya. Kelaziman adalah kebiasaan yang baik tanpa pikiran panjang dianggap baik, layak, sopan santun, tata krama, dsb. Jadi, kelaziman itu merupakan norma-norma yang diikuti tanpa berpikir panjang dianggap baik, yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
1. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia, sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran Ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani.
2. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari ajaran pelbagai ajaran filosofis, agama, adat, yang menguasai pemutaran manusia.

Setelah kita mengetahui tentang etika dan moral, bagaimanakah hubungan antara etika dan moral tersebut?

Moral adalah: kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik. Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral itu.

Etika adalah: adalah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban manusia serta hal yang baik dan yang tidak baik. Bidang inilah yang selanjutnya disebut bidang moral.

Objek etika adalah: pernyataan-pernyataan moral. Oleh karena itu, etika bisa juga dikatakan  sebagai filsafat tentang bidang moral. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan bagaimana manusia harus bertindak.

Faktor Penentu Moralitas

Menurut Sumaryono (1995) mengemukakan tiga factor penentu moralitas perbuatan manusia, yaitu:
1. Motivasi.

2. Tujuan akhir.
3. Lingkungan perbuatan

Perbuatan manusia dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir dan lingkungannya juga baik. Apabila salah satu factor penentu itu tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik.
Motivasi adalah hal yang diinginkan para pelaku perbuatan dengan maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju. Jadi, motivasi itu dikehendaki secara sadar, sehingga menentukan kadar moralitas perbuatan. Sebagai contoh ialah kasus pembunuhan dalam keluarga:
1. Yang diinginkan pembunuh adalah matinya pemilik harta yang berstatus sebagai pewaris.
2. Sasaran  yang hendak dicapai adalah penguasa harta warisan
3. Moralitas perbuatan adalah salah dan jahat

Tujuan akhir (sasaran) adalah diwujudkannya perbuatan yang dikehendakinya secara bebas. Moralitas perbuatan ada dalam kehendak. Perbuatan itu menjadi objek perhatian kehendak, artinya memang dikehendaki oleh pelakunya. Sebagai contoh, ialah kasus dalam pembunuhan keluarga yang dikemukakan diatas:
1. Perbuatan yang dikehendaki dengan bebas (tanpa paksaan) adalah membunuh.
2. Diwujudkannya perbuatan tersebut terlihat pada akibatnya yang diinginkan pelaku, yaitu matinya pemilik harta (pewaris).
3. Moralitas perbuatan adalah kehendak bebas melakukan perbuatan jahat dan salah.

Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidental mengelilingi atau mewarnai perbuatan. Termasuk dalam pengertian lingkungan perbuatan adalah:

1. Manusia yang terlihat.
2. Kualiitas dan kuantitas perbuatan.
3. Cara, waktu, tempat dilakukannya perbuatan.
4. Frekuensi perbuatan

Hal-hal ini dapat diperhitungkan sebelumnya atau dapat dikehendaki ada pada perbuatan yang dilakukan secara sadar. Lingkungan ini menentukan kadar moralitas perbuatan yaitu baik atau jahat, benar atau salah.

Moralitas Sebagai Norma
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan dikatakan baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagyai ukuran. Sumaryono (1995) mengklasifikasikan moralitas menjadi dua golongan, yaitu:
1. Moralitas objektif, Moralitas objektif adalah moralitas yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya. Misalnya, kondisi emosional yang mungkinmenyebabkan pelakunya lepas control. Apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak. Moralitas objektif sebagai norama berhubungan dengan semua perbuatan yang hakekatnya baik atau jahat, benar atau salah. Misalnya:
a. Menolong sesama manusia adalah perbuatan baik.
b. Mencuri, memperkosa, membunuh adalah perbuatan jahat.
Tetapi pada situasi khusus, mencuri atau membunuh adalah perbuatan yang dapat dibenarkan jika untuk mempertahankan hidup atau membela diri. Jadi moralitasnya terletak pada upaya untuk mempertahankan hidup atau membela diri (hak utnuk hidup adalah hak asasi).
2. Moralitas subjektif

Moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuah dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak denga suara hati nurani pelakunya. Moralitas subjektif sebagai norma berhebungan dengan semua perbuatan yang diwarnai nait pelakunya, niat baik atau niat buruk. Dalam musibah kebakaran misalnya, banyak orang membantu menyelamatkan harta benda korban, ini adalah niat baik. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah mencuri harta benda karena tak ada yang melihat, maka perbuatan tersebut adalah jahat. Jadi, moralitasnya terletak pada niat pelaku.
Moralitas dapat juga instrinsik atau ekstrinsik. Moralitas instrinsik menentukn perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakekatnya, terlepas dari pengaruh hokum positif. Artinya, penentuan benar atau salah perbuatan tidak tergantung pada perintah atau larangan hokum positif. Misalnya:
a. Gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal
b. Jangan menyusahkan orang lain.
c. Berikanlah yang terbaik

Walupun Undang-undang tidak mengatur perbuatan-perbuatan tersebut secara instrinsik menurut hakekatnya adalah baik dan benar. 

Moralitas ekstrinsik menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya sebagai perintah atau larangan dalam bentuk hokum positif. Misalnya:
a. Larangan menggugurkan kandungan.
b. Wajib melaporkan mufakat jahat.
Perbuatan-perbuatan itu diatur oleh Undang-undang (KUHP). Jika ada yang menggugurkan kandungan atau ada mufakat jahat berarti itu perbuatan salah. Pada zaman modern muali muncul perbuatan yang berkenaan dengan moralitas, yang tadinya dilarang sekarang malah dibenarkan.

Persoalan moralitas hanya relevan apabila dikaitkan dengan manusia seutuhnya. Menurut Driyarkara (1969), manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki nilai pribadi, kesadaran diri dan dapat menentukan dirinya dilihat dari setiap aspek kemanusiaan. Tidak semau perbuatan manusia dapat dikategorikan dalam perbuatan moral. Perbuatan itu bernilai moral apabila didalamnya terkandung kesadaran dan kebebasan kehendak pelakunya. Kesadaran adalah suara hati dan kebebasan kehendak berdasarkan kesadaran.

BAB IV
PENGERTIAN PROFESI DAN PROFESIONAL
KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Profesi dan Profesional.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Pengertian Profesi dan Profesional.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Pengertian Profesi dan Profesional.

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaanya.Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang diartikan perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi (Oerip dan

Uetomo, 2000).

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bahwa.Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin di capai oleh sebuah organisasi (Kurniawan, 2005).

Menurut Andrias Harefa (2004) bahwa profesionalisme pertamatama adalah soal sikap.Lalu dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja.

Agus Setiono (2004) mengatakan bahwa untuk profesionalisme aparatur, paling tidak ada dua nilai yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum.

2. Profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional.

Menurut Imawan (1997) profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang. Untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai dan fasilitas yang mendukung.

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab.

Pandangan lain seperti Siagian (2000:163) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. David H. Maister (1998:56) mengatakan bahwa orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Semua itu membuat istilah profesionalisme identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian.

Karekteristik Profesionalisme

Menurut Mertin Jr (dalam Agung, 2005) karakteristik profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan good governance, diantaranya adalah:
1. Equality, Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang afiliasi politik dan status sosialnya.
2. Equity, Perlakuan yang sama kepada masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistik kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.
3. Loyality, Kesetian kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait suatu sama lain dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya.
4. Accountability, Seriap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.

Asas Pokok Profesionalisme

Menurut H. Sumitro Maskun (1997) bahwa suatu profesionalisme adalah merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok, yaitu:

1. Terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai sesuatu teknik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya.
3. Dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. 
Langkah awal yang harus ditempuh agar seseorang dapat berstatus sebagai profesional adalah mempunyai kemampuan intelektualnya yang cukup, yaitu suatu kemampuan yang berupa mampu untuk mudah memahami, mengerti, mempelajari dan menjelaskan suatu fenomena. Artinya tingkat, derajat, kualitas dan kuantitas profesionalisme di Indonesia dapat dilihat dari berapa banyak dan berapa tingginya kualitas masyarakat intelektual yang ada bagi mendukung profesionalisme tersebut (Maskun, 1997).

Usaha-Usaha Pengembangan Profesionalisme

Dalam mengembangkan profesionalisme dalam birokrasi di Indonesia oleh. Sumitro Maskun (1997), ada dua aspek yaitu:
1. Aspek pendidikan bagi profesional yaitu suatu bentuk pendidikan yang dapat mempersiapkan para mahasiswa menangani apa yang disebut pekerja profesional. Jadi terdapat hubungan antara pekerjaan yang dipegang oleh seseorang dengan pendidikan dipilih atau dipersiapkan.
2. Adanya proses rekruitmen terencana, dengan didukung oleh sistem karir dan pengembangannya. Rekruitmen pegawai dalam aparatur birokrasi Indonesia belum benar-benar berorientasi kepada profesional kerja. Hal itu disebabkan karena dalam sistem birokrasi belum secara lengkap dan inovatif tersusun atau terinventarisasi berbagai macam pekerjaan yang jelas ditetapkan membutuhkan atau dijalankan oleh profesi tertentu.
BAB V

PENGERTIAN ETIKA PROFESI

KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Etika Profesi.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Pengertian Etika Profesi.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Pengertian Etika Profesi.

Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral adalah tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya secara objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 
Di samping harus memiliki keahlian, kemampuan, atau keterampilan tinggi, yang bersangkutan dituntut berperilaku baik dan berbudi luhur atau akhlakul kharimah (akhlak yang tinggi). Untuk menangkap ensensi etika profesi sebagai standar moral atau pedoman melaksanakan kewajiban pokok profesinya tersebut, Sonny Keraf, (1993) mengemukakan pembahasan yang berkaitan dengan profesi kehumasan (Public Relations Professional) sebagai berikut:
Pengertian Profesi dan Profesional

Kecenderungan saat ini, sesuai dengan dinamika bidang dan jenis pekerjaan, seperti jasa konsultan, aktivitas bisnis, artis, seniman, wartawan, dokter, sosial, hukum, politik, komunikator (juru bicara), dan tokoh spiritual atau kegiatan keagamaan menurut perkembangan kemajuan informasi dan teknologi canggih di era globalisasi ini, semakin banyak muncul kelompok atau individual yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional.
Namun, pada praktiknya, seorang profesional belum tentu termasuk dalam pengertian profesi Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professues yang berarti, "suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius." Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara historis pemakaian istilah profesi tersebut, seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah

menodai "kesucian" profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. (Mahmoeddin, 1994).

Perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman, dan dilaksanakan secara terus-menerus, serius yang merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut:

1. Profesi Khusus, Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas (public relations), dan sebagai jasa konsultan.
2. Profesi Luhur, Profesi luhur ialah para profesional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. 
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian, seorang profesional yang mempunyai profesi dalam pengertian tersebut adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi."
Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya sekadar hobi, untuk bersenang-senang, dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya.
Sementara itu, definisi profesi humas menurut Howard Stephenson, dalam buku Handbook of Public Relations (1971), adalah "The practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, and adherence to agree on standard of ethics. "Artinya, Humas/PRyang dapat dinilai sebagai suatu profesi, dalam praktiknya, merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi.

Ciri-ciri Profesi

Kiat menjadi seorang profesional yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh yang bersangkutan. Khususnya profesional Humas (PR Professional), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.
2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam "kode etik," yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (code of conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.
3. Memiliki tanggung jawab profesi (responsibility) dan integritas pribadi (integrity) yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi Humas/PR, maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/ massa hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Dalam mengambil keputusan meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya (ambeg parama artha). Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.
5. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen) organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategik, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya. Di samping itu memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi.
6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Ciri-ciri khas profesi lainnya menurut pendapat Dr. James J. Spillane (Susanto, 1992) dan artikel International Encyclopedia of Education secara garis besar sebagai berikut:
1. Suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi.
2. Teknik dan proses intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual.
4. Melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi.
5. Menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik, dan saling menukar informasi sesama anggotanya.
6. Memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandangnya.
7. Profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik.

Prinsip-Prinsip Etika Profesi
Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi (code of profession) dan kode perilaku (code of conduct) sebagai standar moral, tolok ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masingmasing sesuai dengann fungsi dan peran dalam satu organisasi/lembaga yang diwakilinya. Di samping itu, seorang profesional PR/Humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan. Melalui pemahaman Etika Profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional Humas/PR, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti berikut:
1. Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility), Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (objektif).
2. Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning), Memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis, dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi.
3. Kemampuan untuk berperilaku secara etis (ethical conduct), Memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama (etiket) yang baik (good moral and good manner) dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain (social contact). Termasuk didalamnya memperhatikan hak-hak pihak lain dan saling  menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain.
4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (ethical leadership) Kemampuan atau memiliki jiwa untuk memimpin secara etis, diperlukan untuk mengayomi, membimbing, dan membina pihak lain yang dipimpnnya. Termasuk menghargai pendapat dan kritikan dari orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Sebagai bahan perbandingan, prinsip-prinsip dasar seseorang yang berjiwa kepemimpinan (leadership principle) menurut ajaran tradisional "Adat Istiadat Kebudayaan Jawa," terdiri dari tiga prinsip utama kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai panutan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan seperti berikut: 
a. Ing ngarso sung tulodo, pemimpin yang berada di depan mampu menjadi panutan bagi bawahan atau orang-orang yang dipimpinnya.
b. Ing madya mangun karsa, pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya.
c. Tut wuri handayani, pemimpin yang berada di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan maju ke depan dalam mencapai tujuannya.

Dalam hal ini, seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan (Public Relations Professional), secara umum memiliki tiga prinsip Etika Profesi (Keraf, 1993) sebagai berikut:

1. Tanggung jawab, Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Hasil dan dampak yang ditimbulkan memiliki dua arti sebagai berikut:
a. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien,dan efektif.
b. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien, dan efektif.
c. Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi (by profession) tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya, seorang profesional harus berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat sesuatu kejahatan (non maleficence).
2. Kebebasan, Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan memiliki komitmen dan bertanggun jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.
3. Kejujuran, Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi Yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
4. Keadilan, Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Disamping itu, harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan, nama baik, martabat, dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat.
5. Otonomi, Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Organisasi dan departemen yang dipimpinnya melakukan kegiatan operasional atau kerja sama yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesi. Kebebasan otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap profesional.

BAB VI

KODE ETIK PROFESI PUBLC RELATION

KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Kode Etik Profesi Public Relations
DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Kode Etik Profesi Public Relations.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Kode Etik Profesi Public Relations.

Pekerjaan Public Relations merupakan posisi yang sangat penting dan tidak dapat dijabat oleh sembarang orang, karena PR menjalankan fungsi dan tugasnya memikul tanggung jawab yang sangat berat berkaitan dengan masalah etika moral yang luhur. Public Relations dalam melakukan pekerjaan haruslah mempunyai niat baik dan bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Beban pekerjaan seorang PR tidaklah sedikit. PR sebagai komunikator harus memilili kredibilitas yang cukup tinggi

Jadi,  Etika penting sebagai landasan dasar atau sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan bidang public relations (PR). Seseorang dengan profesi kehumasan dalam melaksanakan harus mengacu pada prosedur yang telah ditentukan baik pihak manajemen perusahaan/organisasi tempat ia bekerja. Profesional PR sebelum menjalankan pekerjaan harus dapat mempelajari segala ketentuan yang diatur secara prosedural apa yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, apa yang jika diabaikan akan mendapat sanksi moral.

Praktisi Public Relation dituntut memiliki kemampuan seperti: berkomunikasi, mengorganisir, bergaul dan berelasi, berkepribadian utuh dan jujur serta memiliki daya kreatif yang kuat. Selain itu juga harus memiliki keterampilan yang tinggi di bidang penguasaan teknologi informasi untuk menunjang tuntutan pekerjaannya. 

Dari kemampuan dan keterampilan itu dapat dikatakan bahwa seorang praktisi Public Relation yang memiliki kemampuan sedemikian rupa adalah seorang yang profesional public relation profesional apabila dirinya dapat menjalankan profesinya sesuai kaidah kaidah dan aturan-aturan yang ada atau sesuai kode etik yang mengatur profesinya. 

Dengan mampu menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik public relation maka seorang public relation akan mengenali lebih dalam pembenaran dan motivasi utama di baik pekerjaan yang bidang yang di tekenuni.Para profesional, khususnya public relation dalam melaksankan peran dan aktivitasnya tidak boleh lepas dari etika yanga di karena kode etik atau etika profesi itulah standart moral yang harus di pegang oleh seorang public relation agar tetap hidup.

Dengan adanya kesadaran untuk memegang teguh kode etik public relation maka seorang public relation dapat memiliki posisi baik dirinya di mata massyarakat. PR juga akan dapat menjalankan tugas dan kewajiabnnnya dengan tanggung jawab penuh dan setiap kemampuna dan keterampilann yang dimilikinya dapat diolah dengan baik untuk menciptakan konsep kerja yang baik terhadap perusahaan yang di wakilinya, masyarakat dan lebih besar lagi dampaknya adalah bagi dirinya sendiri.

Oleh karena itu, seorang public relation yang profesional adalah seorang yang pribadinya mampu memahami dan menerapkan setiap kode etik atau etika profesi dengan benar sesuai profesinya dan berdampak bagi jaringan profesinya maupun dirinya sendiri.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang berat, maka termasuk dalam norma hokum. 

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Sebagaimana lazimnya kaum profesional, praktisi humas (public relations) memiliki etika profesi atau kode etik humas yang harus ditaati. Kode etik praktisi humas meliputi:

1. Code of conduct –etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi.

2. Code of profession – etika dalam melaksanakan tugas/profesi humas.

3. Code of publication – etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi.

4. Code of enterprise —menyangkut aspek peraturan pemerintah seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merk, dll.

Berikut ini kode etik humas versi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas), Kode Etik Kehumasan Pemerintah, dan International Public Relation Association (IPRA).

Kode Etik Profesi Public Relations [Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia]

PASAL 1
Norma norma Perilaku Profesional
Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota Asosiasi, anggota media komunikasi serta masyarakat luas.

PASAL 2

Penyebarluasan Informasi
Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang paIsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi.

PASAL 3
Media Komunikasi
Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi.

PASAL 4
Kepentingan yang Tersembunyi
Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apa pun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik.

PASAL 5
Informasi Rahasia
Seorang anggota (kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang diberikan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi dan atas dasar kepercayaan, atau yang bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa Ialu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan.

PASAL 6
Pertentangan Kepentingan
Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta fakta yang terkait.

PASAL 7
Sumber sumber Pembayaran
Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai atau pun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa jasa tersebut, dari sumber manapun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya.

PASAL8
Memberitahukan Kepentingan Kuangan
Seorang anggota, yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut atau pun memanfaatkan jasa jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut.

PASAL 9
Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja
Seorang anggota tidak akan mengadakan negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien, berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu di masa depan.

PASAL 10
Menumpang tindih Pekerjaan Anggota Lain
Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial, akan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukannya terhadap klien tersebut. (Sebagian atau seluruh pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi anggota mengiklankan jasa jasanya secara umum).

PASAL 11
Imbalan kepada Karyawan Kantor kantor Umum
Seorang anggota tidak akan menawarkan atau memberikan imbalan apa pun, dengan tujuan untuk memajukan kepentingan pribadinya (atau kepentingan klien), kepada orang yang menduduki suatu jabatan umum, apabila hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

PASAL 12
Mengkaryakan Anggota Parlemen
Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota Parlemen, baik sebagai konsultan ataupun pelaksana, akan memberitahukan kepada Ketua Asosiasi tentang hal tersebut maupun tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua Asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catatan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. Seorang anggota Asosiasi yang kebetulan juga menjadi anggota Parlemen, wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap, kepada Ketua, semua keterangan apa pun mengenai dirinya.

PASAL 13
Mencemarkan Anggota anggota Lain
Seorang anggota tidak akan dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktek profesional anggota lain.

PASAL 14
Instruksi/Perintah Pihak pihak Lain
Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar Kode ini.

PASAL 15
Nama Baik Profesi
Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik Asosiasi, atau profesi Public Relations.

PASAL 16
Menjunjung Tinggi Kode Etik
Seorang anggota wajib menjunjung tinggi Kode Etik ini, dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi Kode Etik, serta dalam melaksanakan keputusan keputusan tentang hal apa pun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang anggota, mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang anggota lain terlibat dalam kegiatan kegiatan yang dapat merusak Kode Etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Asosiasi. Semua anggota wajib mendukung Asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan Kode Etik ini, dan Asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksakan Kode Etik ini.

PASAL 17
Profesi Lain
Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai Kode Etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apa pun yang dapat mencemarkan Kode Etik tersebut.

KODE ETIK PROFESI [PERHUMAS INDONESIA
Dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional; Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional; Dilandasi oleh Deklarasi Asean (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara professional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya.
Pasal 1
KOMITMEN PRIBADI
Anggota PERHUMAS harus:

a. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan

b. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatan kepentingan Indonesia.
c. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara Indonesia yang serasi daln selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal II
PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN
Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:

a. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan.
b. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait.
c. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan
d. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan.
d. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap.
e. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanyaharus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal yang serupa.
Pasal III
PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA
Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:

a. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat.
b. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana maupun jalur komunikasi massa.
c.  Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan.
d. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia.
Pasal IV
PERILAKU TERHADAP SEJAWAT
a. Praktisi Kehumasan Indonesia harus.
b. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak professional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS INDONESIA.
c. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya.
d. Membantu dan berkerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini. 
KODE ETIK KEHUMASAN PEMERINTAH 
Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah setiap pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi kehumasan di instansi pemerintah, departemen, lembaga-lembaga negara serta unit-unit usaha lainnya seperti BUMN/BUMD baik di pusat maupun di daerah. Keberadaannya sebagai pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah adalah untuk lebih meningkatkan dan membina citra pemerintah atau organisasi/instansi yang diwakilinya dalam meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme serta mempertinggi daya dan hasil guna yang maksimal dalam rangka operasional kehumasan yang terpadu.
Setiap pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah untuk bersikap, berperilaku serta berkepribadian Pancasila dan mengkomunikasikannya secara komunikatif dan profesional dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Pemerintah.
Kode etik bagi pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah juga dimaksudkan sebagai perwujudan dan jati diri dari profesi kehumasan pemerintah yang terbuka dan komunikatif, sebagai bagian integral dari fungsinya sebagai abdi pemerintah dan masyarakat.

Hubungan Kerja
Kewajiban
Ke Dalam Organisasi
1. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritas moral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi tempat pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah.
2. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah sebagai aparat pemerintah di bidang kehumasan di samping berfungsi untuk membantu memaksimalkan upaya organisasi instansi yang diwakilinya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra organisasi yang baik, juga berkewajiban menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan membina hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat agar dapat berjalan secara lancar dan harmonis.

Ke Luar Organisasi
Dengan sesama aparat Humas:
Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah wajib memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan komunikasi yang efektif serta harmonis dengan setiap aparat humas, antara lain dengan cara:

1. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat dan komprehensif dan terpadu.

2. Tukar menukar informasi sehingga setiap pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dapat mengetahui suatu kebijakan dari tangan pertama.
3. Aktif berpartisipasi dalam forum komunikasi dan forum kehumasan serta kegiatan lainnya.

4. Menyebarluaskan informasi, kepada masyarakat umum melalui media yang tersedia.

Media Massa

Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah wajib menjalin kerjasama dan menciptakan iklim kerja yang harmonis dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya, dengan menyediakan dan memberikan pelayanan yang jujur dan terbuka guna memperlancar tugas dan fungsi media massa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada instansi tempat kerjanya.

Rekan Seprofesi

Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah wajib menunjunjung tinggi profesi kehumasan dan berupaya terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta motivasi kerja baik secara perorangan maupun kelompok serta bertekad memajukan profesi kehumasan di Indonesia.

Masyarakat Umum

Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah wajib mewujudkan citra yang baik dan positif dari pemerintah atau instansinya dengan menampilkan seikap, perilaku dan kepribadian yang diterima oleh masyarakat.

Larangan

1. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dilarang memberikan informasi yang bersifat rahasia.
2. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi.
3. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bersaing antar Kehumasan Pemerintah tanpa persetujuan yang jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan  terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait.

4. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah tidak akan menerima pembayaran baik tunai ataupun dalam bentuk memajukan kepentingan pribadinya sehubungan dengan jasa-jasa tersebut.

5. Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah, tidak dengan itikad buruk mencemarkan nama baik atau praktek kehumasan, instansi atau organisasi lain.

Tanggung Jawab Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah
Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dalam batas kewenangannya mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi berdasarkan data dan fakta yang telah diolah untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Hak Jawab dan Hak Koreksi
Apabila ada informasi yang tidak benar atau menyesatkan, setiap Pengelola/anggota Kehumasan Pemerintah dapat memanfaatkan hak jawab dan hak koreksi guna meralat dan meluruskan informasi tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

KODE ETIKA PR [International Public Relation Association]
1. Integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA.
2. Perilaku kepada klien dan karyawan:

a. Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan.
b. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan.
c. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan.
d. Tidak menerima upah, kecuali dari klien lain atau majikan lain.
e. Tidak menggunakan metode yang menghina klien atau majikan lain.
f. Menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu.
3. Perilaku terhadap publik dan media:

a. Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang.
b. Tidak merusak integritas media komunikasi.
c. Tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan.
d. Memberikan gambar yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani.
e. Tidak menciptakan atau menggunakan pengorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi yang terbuka.
4. Perilaku terhadap teman sejawat:

a. Tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain.
b. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya.
c. Bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini.

BAB VII

KODE ETIK PROFESI HUMAS PEMERINTAHAN

KEGIATAN BELAJAR

Pengertian Kode Etik Profesi Humas Pemerintahan.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Kode Etik Profesi Humas Pemerintahan.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Kode Etik Profesi Humas Pemerintahan.

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007
Tentang
KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang:
1. Bahwa memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam era transparansi, globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka praktisi Hubungan Masyarakat, khususnya Hubungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan dalam pelayanan informasi publik, perlu melakukan reposisi dan peningkatan peran dan fungsinya.

2. Bahwa untuk melakukan reposisi dan meningkatkan peran dan fungsi tersebut, praktisi Hubungan Masyarakat di lingkungan pemerintahan, disamping memiliki dan berkemampuan dalam pengelolaan bidang kehumasan, dituntut juga adanya kepekaan dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip batasan moral, budaya dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
3. Bahwa Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang disepakati oleh peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya di bidang kehumasan pemerintah.
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Kode Etik Humas Pemerintahan sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjad pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas praktis Humas Pemerintahan.

Mengingat : 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaiakan Pendapat di Muka Umum.

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tengan Pers.
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 100/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor: 103/KEP/M.KOMINFO/11/2005 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.
3. Hasil Loka karya Regional Bakohumas tentang Pedoman Umum Humas Pemerintah, Standar Kompetensi dan Kode Etik Humas Pemerintah di Medan untuk wilayah Indonesia Bagian Barat, Banjarmasin untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Manado untuk wilayah Indonesia Bagian Timur pada bulan Mei s/d Juli 2007.

MEMUTUSKAN
Menetapkan:

Pertama : Kode Etik Humas Pemerintah sebagaimana terlampir.

Kedua : Kode Etik Insan Kehumasan Pemerintah yang ditandatangani oleh peserta Pertemuan Tahunan Bakohumas 2003/Konvensi Kehumasan Pemerintah Tingkat Nasional, tertanggal 18 September 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 28 Agustus 2007.

KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1. Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam berucap, bersikap dan berperilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab.

2. Kode Etik Humas Pemerintahan adalah pedoman bersikap, berperilaku, bertindak dan berucap para praktisi humas pemerintah.

3. 
Profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dalam pelayanan tertentu berdasarkan latihan, pengetahuan dan kemampuan yang diakui sesuai dengan standar kompetensinya.

4. 
Hubungan masyarakat pemerintah untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada public pemangku kepentingan (stakeholders) dan sebaliknya.

5. 
Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) adalah: 

(1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

(2) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. 
Humas Pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan ekstenal dan membina martabat instansi/ pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

7. 
Lembaga humas pemerintah adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi.

8. 
Humas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) meliputi:

(1) Humas yang berada pada lembaga atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah seluruh NKRI.

(2) Humas yang berada di lingkungan BUMN dan BUMD.

9. 
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan selanjutnya disebut Bakohumas Pusat. Bakohumas Pusat adalah organisasi profesi humas pemerintah yang anggotanya Instansi Pemerintah, baik Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, maupun BUMN.

10. 
Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Bakohumasda. Bakohumasda adalah organisasi profesi humas pemerintah yang anggotanya Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, BUMD maupun instansi vertikal.

11. 
Badan Kehormatan Bakohumas/ Bakohumasda adalah Badan yang bertugas mengawasi penerapan Kode Etik Humas Pemerintahan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

12. 
Keanggotaan Bakohumas Pusat/ Bakohumasda meliputi semua unit Humas yang berada di Instansi Pemerintah.

13. 
Instansi pemerintah adalah departemen, kementerian negara, secretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, lembaga pemerintah nondepartemen, pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun instansi vertikal.

BAB II

KOMITMEN PRIBADI

Pasal 2
Anggota Humas Pemerintahan menjunjung tinggi Kehormatan sebagai Pegawai Instansi Pemerintah, baik Depatemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga-Lembaga Negara, BUMN, maupun BUMD.
Pasal 3
Anggota Humas Pemerintahan mengutamakan kompetensi, obyektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.
Pasal 4
Anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positip bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5
Anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra Humas Pemerintahan yang positip di masyarakat.
Pasal 6
Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi.
Pasal 7
Anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di Indonesia.

BAB III

HUBUNGAN KE DALAM

Pasal 8
Anggota Humas Pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi/ instansinya, bukan kepada kepentingan perorangan/golongan.
Pasal 9
Anggota Humas Pemerintahan wajib:

1. Menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi/instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi.
2. Mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Humas Pemerintahan.
Pasal 10
Anggota Humas Pemerintahan tunduk, mematuhi dan menghormati Kode Etik Humas Pemerintahan sesuai perundangan yang berlaku.
BAB IV

HUBUNGAN KE LUAR

Pasal 11
Anggota Humas Pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsí organisasi/institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Pasal 12
Anggota Humas Pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi(publisitas) pribadi/ golongan/ organisasi/ instansinya.
Pasal 13
Anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membinahubungan baik dengan profesi lainnya.
BAB V

HUBUNGAN SESAMA PROFESI

Pasal 14
Anggota Humas Pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantumemperlancar arus informasi dengan sesama anggota.
Pasal 15
Anggota Humas Pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesamaanggota.

Pasal 16
Anggota Humas Pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota.
BAB VI

BADAN KEHORMATAN

Pasal 17
Badan Kehormatan di bentuk dan dipilih oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintahan (Bakohumas Pusat/Bakohumasda) sebanyak 9 orang dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 18
Bakohumas Pusat membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam pertemuan tahunan dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumas.
Pasal 19
Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumas Pusat terdiri dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga- Lembaga Negara, BUMN, dan Perguruan Tinggi.
Pasal 20
Bakohumas Daerah membentuk Formatur Pengurus Badan Kehormatan dalam Pertemuan Tahunan dan meminta persetujuan anggota untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Kehormatan Bakohumasda.
Pasal 21
Formatur Badan Kehormatan yang diusulkan Bakohumasda terdiri dari Provinsi/Kabupaten/ Kota, BUMD, dan Perguruan Tinggi
Pasal 22
Badan Kehormatan Bakohumas Pusat dan Badan Kehormatan Bakohumasda terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 23
Badan Kehormatan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja anggota sesuai dengan laporan satuan kerja induknya berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) profesi Humas Pemerintahan.

Pasal 24
Badan Kehormatan melalui musyawarah berwenang memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dalam menjalankan profesinya dan mematuhi Kode Etik Humas Pemerintahan.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 25
Badan Kehormatan Pusat melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumas untuk mengusulkan sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan.

Pasal 26
Badan Kehormatan Daerah melalui musyawarah berwenang mengusulkan kepada Ketua Bakohumasda untuk pemberian sanksi administratif bagi anggota yang melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan. Selanjutnya Ketua Bakohumasda meneruskan kepada Ketua Bakohumas Pusat.

Pasal 27
Ketua Bakohumas Pusat menyampaikan hasil keputusan Ketua Badan Kehormatan Pusat dan Ketua Bakohumasda berupa sanksi administratif kepada atasan pelaku pelanggaran.

Pasal 28
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari:

1. Teguran lisan

2. Teguran tertulis

Pasal 29
Anggota Bakohumas yang didakwa melanggar Kode Etik Humas Pemerintahan:
1. Memiliki hak jawab dalam proses penyelesaian perkaranya.
2. Berhak mendapatkan pemulihan nama baik dan hak-haknya seperti semula bila terbukti tidak bersalah.

BAB VIII
DAMPAK PUBLIC RELATIONSTIDAK MEMPERTIMBANGKAN ETIKA 

DALAM BEKERJA
KEGIATAN BELAJAR

Dampak Public Relations Tidak mempertimbangkan Etika Dalam Bekerja.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Dampak Public Relations Tidak mempertimbangkan Etika Dalam Bekerja.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Dampak Public Relations Tidak mempertimbangkan Etika Dalam Bekerja.

Kode etik public relation, merupakan sebuah acuan dari setiap kebijakan yang diambil oleh para humas dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang humas profesional yang ketika bekerja dengan kesadaran penuh akan kode etik, maka ia akan bekerja sesuai dengan kemampuan terbaik dan dengan memperhatikan sebaik-baiknya semua pekerjaan agar sesuai dengan kode etik  yang berlaku. Dengan mengingat pentingnya kode etik public relation bagi para praktisi humas, dan berkaitan dengan tidak dijalankannya kode etik humas ini, praktisi public relation yang tidak menjalankan kode etiknya, tentunya akan mendapatkan beberapa kerugian bagi dirinya maupun perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja.

Bagi dirinya sendiri, praktisi public relation yang bekerja tidak sesuai kode etik akan memberikan penilaian negative dari para rekan dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. dampak negative lainnya hingga paling parah adalah penurunan pangkat bekerja dan bahkan dikeluarkannya dari tempat ia bekerja.

Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kode etiknya maka akan memberikan dampak negative juga bagi perusahaan, yaitu perusahaan akan mendapatkan citra negative di masyarakat, dan apabila citra ini sudah berkembang di dalam masyrakat, maka ini akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan, dan bahkan performa perusahaan dalam memproduksi akan sangat terganggu.

Jadi berdasarkan pada penjelasan singkat tersebut, maka jelaslah bahwa kode etik sangat penting bagi praktisi public relation, selain itu juga akan sangat besar pengaruhnya jika tidak dijalankan didalam suatu perusahaan tersebut.  Hal ini juga harus memiliki satu kunci yang pasti untuk dapat menjalankan kode etik ini bersama, yaitu dengan kerjasama oleh semua pihak yang terdapat didalam perusahaan tersebut.

Manfaat etika dan etiket dalam PR sebagai landasan dan pedoman dalam melakukan pekerjaan, karena pekerjaan PR yang berhubungan dengan tanggung jawab moral. karena PR menjalankan fungsi dan tugasnya memikul tanggung jawab yang sangat berat berkaitan dengan masalah etika moral yang luhur. Public Relations dalam melakukan pekerjaan haruslah mempunyai niat baik dan bersifat netral, tidak berpihak pada salah satu golongan. Beban pekerjaan seorang PR tidaklah sedikit. PR sebagai komunikator harus memilili kredibilitas yang cukup tinggi.

BAB IX
BEBERAPA CONTOH PERUSAHAAN YANG MELANGGAR KODE

ETIK PUBLIC RELATIONS

KEGIATAN BELAJAR

Beberapa Contoh Perusahaan Yang Melanggar Kode etik Public Relations.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Beberapa Contoh Perusahaan Yang Melanggar Kode etik Public Relations.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Beberapa Contoh Perusahaan Yang Melanggar Kode etik Public Relations.

Kasus Pertama

Peristiwa retaknya badan pesawat Adam Air 737-300
Rabu, 21 Februari 2007 pesawat Adam Air 737-300 dengan nomor penerbangan KI-172 dengan mengangkut 148 orang penumpang diberitakan mengalami keretakan badan pesawat di bandara Juanda, Surabaya. Media mengabarkan bahwa Manajemen Adam Air  tidak berterus terang mengenai keretakan badan pesawat tersebut, melainkan membantah pernyataan mengenai keretakan pesawat Adam Air 737-300. Pihak Adam Air sendiri terbukti melalui gambar yang tersebar di media bahwa telah mengecat seluruh badan pesawat menjadi warna putih dan menutup retakan dibelakang sayap pesawat menggunakan kain berwarna putih. Dari sejumlah bukti yang telah tersebar dimedia, PR Adam Air tetap membantah mengenai keretakan pesawat yang dialami oleh pesawat Adam Air 737-300, dan memilih tidak memberikan komentar mengenai berita pengecatan tersebut. 
            Dari kasus tersebut ditemukan bahwa PR Adam Air telah melanggar kode etik kehumasan, yaitu:

1. IPRA (International Public Relation Association) Code of Condut. “Dalam IPRA Code of Conduct butir C disebutkan bahwa lembaga kehumasan tidak diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan.”. PR Adam Air dapat dikatakan melanggar kode etik karena terbukti tidak berterus terang perihak kejadian retaknya badan pesawat.
2. Kode Etik Kehumasan (KEKI) ; Dalam salah satu butir ketentuan KEKI pasal III disebutkan bahwa anggota perhumasan tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. 

Selain memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada publik, dari tindakan pengecatan pesawat tersebut pihak Adam Air juga telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yaitu pasal 34 ayat 2 yaitu “siapa pun dilarang merusak, menghilangkan bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian-bagian pesawat atau barang lainnya yang tersisa akibat kecelakaan, sebelum dilakukan penelitian terhadap penyebab kecelakaan itu. Ancaman hukuman bagi pelanggarnya adalah enam bulan kurungan serta denda Rp 18 juta.”
Kasus Kedua

Kasus lumpur Lapindo Brantas 
Lebih dari lima tahun kasus lumpur Lapindo belum usai.  Lapindo yang dimiliki oleh Bakrie Group ini memang memiliki sumberdaya politik ekonomi yang dapat perpengaruh di Indonesia, bahkan Bakrie Group dapat menciptakan opini public mengenai lumpur Lapindo itu sendiri melalui media yang dimiliki. Pada 22 Oktober 2008 Lapindo Brantas mengadakan siaran pers mengenai hasil para ahli geologi di London. Pada konfrensi tersebut Lapindo menyewa perusahan Public Relation  untuk mengabarkan bahwa peristiwa tersebut bukan dari kesalahan Lapindo. Lapindo mengeluarkan statement bahwa kejadian tersebut akibat dari bencana alam, akan tetapi sejumlah ahli geolog dan LSM yang peduli terhadap kasus lumpur Lapindo ini tetap menganggap bahwa kejadian pengeboran Lapindo yang menjadi pemicu tragedy tersebut. Lapindo terus menutupi fakta dengan berbagai cara termasuk membuat iklan serta memecah belah warga memalui masalah ganti rugi hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan pada opini public. 

Dari kasus tersebut, maka PR Lapindo Brantas dapat dinyatakan telah melanggar kode etik profesi Public relation, yaitu:

1. Pasal 2 mengenai Penyebaran informasi: “seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, informasi yang palsu atau yang meyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban menjaga dan ketepatan informasi.”. Lapindo dikatakan melanggar pasal tersebut karena Lapindo menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. 
2. Pasal 3 mengenai Media Komunikasi ; “seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi”. Lapindo dapat dikatakan melanggar pasal berikut karena Lapindo yang merupakan milik Bakrie Group dapat menciptakan opini public sendiri mengenai lumpur Lapindo itu sendiri melalui media yang dimiliki sehingga informasi yang diberikan meskipun tidak sesuai dengan kenyataan tetapi tidak menjatuhkan citra Lapindo. 

Kasus Ketiga

Iklim Komunikasi di PT Citra Marga Nusaphala Persada tbk Berkaitan dengan Kondisi Perusahaan
Terdapat tiga permasalahan yang terjadi di CMNP yaitu stigma KKN, kinerja keuangan yang buruk, dan gugatan bagi hasil pengelolaan jalan tol dengan Jasa marga. Karyawan lebih menganggap pembagian revenue sharing dengan Jasa Marga yang paling menganggu eksistensi karyawan karena menyangkut kesejahteraan. hubungan antara bahawan dan atasan dalam CMNP berkaitan dengan informai tentang usaha repositioning dan keadaan negatif perusahaan terlihat tidak supportive, dimana para karyawan merasa bahwa atasan tidak membantu mereka dalam membangun dan memelihara rasa saling meghargai dan kepentingan semua pihak. Adanya jarak yang membatasi antara karyawan yang bekerja di lapangan dengan karyawan yang bekerja di kantor pusat maupun operasional. 
Para karyawan lapangan merasa diperlakukan seperti mesin. Tidak adanya rasa saling menghargai dan kepentingan semua pihak antar anggota organisasi karena motivasi kerja karyawan dan anggota organisasi CMNP adalah untuk kepentingan pribadi. Karyawan hanya pasrah dengan keadaan tanpa ada usaha untu lebih meningkatkan komunikasi sampai pada taraf optimal, karyawan merasa lebih baik diam dan menerima apapun kebijakan manajemenn dengan harapan eksistensi karyawan tetap terjaga. Kejujuran atau keterusterangan atasan atau manajemen atas hasil kerja karyawan dirasakan kurang.
Departemen Komunikasi Korporat berfungsi sebagai jembatan antara manajemen dengan pihak internal maupun eksternal. Salah satu bentuk dari program Bidang Internal Departemen Korporat untuk menjawab kebutuhan komunikasi internal prusahaan diterbitkan buletin triwulan. namun tidak tepat bisa menjawab kebutuhan akan saluran komunikasi, dengan pemunculan media-media internal selain koordinasi oleh Depatemen Komunikasi Korporat. Menurut karyawan hal ini sebenarnya tidak sehat, selain tidak efisien juga mengkaburkan fungsi internal relations Departemen Komunikasi Korporat. Departemen komunikasi Korporat juga menerbitkan media internal warta Citra Marga, namun dinilai terlambat dan cenderung menjadi corong manajemen dan belum memberikn kesempatan komunikasi yang sifatnya bottom up. Komunikasi face to face menjadi hal yang sangat dirindukan oleh para karyawan. 
Dari kasus tersebut, Departemen Komunikasi Koorporat yang diposisikan sebagai PR perusahaan tersebut tidak menjalankan etika profesi kehumasan dengan baik. Perusahaan tersebut dapat dinyatakan melanggar etika kehumasan karena:
1. Pasal 3 mengenai Media Komunikasi: “seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integritas media komunikasi”. Dari sini CMNP dapat dikatakan melanggar pasal tersebut karena CMNP menciptakan suatu media komunikasi yang sifatnya belum dua arah.
2. Pasal 8 mengenai memberitahukan Kepentingan Keuangan: “seorang angota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakai organisasi tersebut atau pun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut.”. CMNP dapat dikatakan melanggar pasal tersebut karena terbukti kinerja keuangan perusahaan tersebut cenderung tertutup dan memiliki kinerja buruk.
3. Perusahaan CMNP juga melanggar kode etik Kehumasan Pemerintah mengenai hubungan kerja kewajiban dalam organisasi yang berbunyi “pengelola anggota/kehumasan pemerintah harus loyal kepada instansinya, memiliki kinerja berkomunikasi dan integritasmoral secara efektif, baik dalam jalur formal maupun informal dengan para pegawai instansi tempat pengelola/anggota kehumasan pemerintah. 
Kasus Keempat

Delay Lion Air
Peristiwa penundaan terbang (delay) pesawat Lion Air menbuat image buruk Lion Air di benak penumpang. Apalagi delay terjadi selama berjam-jam, sehingga penumpang sempat mengamuk lantaran seluruh jadwal penerbangan Lion Air tertunda. Seperti dialami penumpang rute Jakarta-Padang dan Jakarta-Pangkal Pinang, Oktober 2013 lalu, yang mengalami delay delapan jam. Sepanjang 2013, kasus delay Lion Air berkali-kali terjadi pada sejumlah destination sehingga maskapai milik Rusdi Kirana tersebut dijuluki maskapai yang paling sering mengalami delay.
Bila anda sebagai seorang public relations  Lion Air, dan media massa terus mendesak keterangan terkait masalah delay Lion Air,  informasi apa saja yang harus di berikan kepada public. Hubungkan kasus ini dengan standar kode etik PR dalam penyebaran informasi, dan sikap kepada publik dan media massa sesuai standar PERHUMAS dan APRI.
Pasal dan Kode Etik yang terkait dalam kasus diatas
Pasal-pasal yang terkait dalam kasus penundaan terbang (delay) pesawat Lion Air sesuai dengan ketentuan PERHUMAS dan telah tercatat serta diakui oleh organisasi profesi Humas Internasional; International Public Relations Associations/IPRA antara lain:

1. Pasal 2 Perilaku terhadap Klien atau Atasa, anggota perhumas harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Dalam kasus diatas, seorang public relations harus memberitahukan alas an penundaan terbang maskapai kepada klien sejujur-jujurnya. Anggota perhumas harus menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Dalam kasus diatas, seorang public relations harus menjamin kepercayaan klien kepada perusahaan dengan memberikan kompensasi atas penundaan terbang.

2. Pasal 3 Perilaku terhadap Masyarakat dan Media Massa, Anggota perhumas diharuskan untuk tidak menyebar luaskan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Dalam kasus diatas, seorang public relations harus memberikan informasi kepada rekan media penyebab dari penundaan penerbangan maskapai. Anggota perhumas senantiasa membantu penyebarluasan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk kepentingan Indonesia. Dalam kasus diatas, seorang public relations harus membantu rekan media dalam pengumpulan informasi, seorang public relations juga harus menerima pendapata atau keluhan dari klien atas terlambatnya penerbangan.
Pasal-pasal yang terkait dalam kasus penundaan terbang (delay) pesawat Lion Air sesuai dengan ketentuan kode etik profesi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APRI) antara lain : 
1. Pasal 2 Penyebarluasan Informasi, Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Dalam kasus diatas, seorang public relations harus memastikan hanya informasi yang benar sajalah yang sampai ke media atas kasus penundaan terbang maskapai.
2. Pasal 15 Nama Baik Profesi, Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikian rupa sehingga merugikan nama baik asosiasi, atau profesi public relations. Dalam kasus diatas, seorang public relations sebaiknya menjaga perilaku diri dalam mengahadapi kasus penundaan terbang maskapai di depan rekan media.
3. Pasal 16 Menjunjung Tinggi Kode Etik, Seorang anggota wajib menjunjung tinggi, dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi kode etik, serta dalam melaksanakan keputusan-keputusan tentang hal apapun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Dalam kasus diatas, sebagai seorang public relations kita diharuskan menjunjung kode etik humas dalam setiap tindakan saat menghadapi kasus penundaan keterlambatan maskapai.
4. Pasal 17 Profesi Lain, Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai kode etik dari profesi tersebut dan secara sadar tidak akan turut dalam kegiatan apapun yang dapat mencemarkan kode etik tersebut.
Informasi yang harus dan tidak disampaikan oleh Public Relations

Dalam penyampaian suatu informasi yang akan dikemukakan kepada media sebaiknya seorang public relations memilih terlebih dahulu informasi apa saja yang harus dan tidak disampaikan. Dalam kasus diatas seorang public relations hanya menyapaikan informasi terkait penyebab terlambatnya jadwal penerbangan. Misalnya, mengenai adanya kerusakan mesin pesawat, unjuk rasa pilot lion air, keadaan cuaca yang dalam keadaan buruk sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Informasi diatas boleh disampaikan karena tidak merusak citra perusahaan.

Hal ini sesuai dengan kode etik APRI pasal 2 Yaitu tentang Penyebarluasan Informasi yang berbunyi Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi.

Informasi yang sebaiknya tidak boleh dikemukakan oleh seorang public reations adalah mengenai permasalahan internal perusahaan yang bukan untuk konsumsi publik dan menyangkut citra perusahaan. hal ini terkait dengan kode etik APRI pasal 5 yaitu: mengenai Informasi Rahasia yang berbunyi. Seorang anggota (kecuali bila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfaatkan informasi yang dipercayakan kepadanya, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk kepentingan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan.
BAB X
BEBERAPA CONTOH PENELITIAN TERKAIT 

DENGAN ETIKA PUBLIC RELATIONS

DIBERBAGAI NEGARA

KEGIATAN BELAJAR

Beberapa Contoh Penelitian Terkait Dengan Etika Public Relations.

DESKRIPSI

Materi berupa uraian tentang Beberapa Contoh Penelitian Terkait Dengan Etika Public Relations.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengerti serta mampu menjelaskan tentang Beberapa Contoh Penelitian Terkait Dengan Etika Public Relations.

	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Lokasi &Tahun Penelitian
	Hasil Penelitian

	1. 

Goran Grubić; Milijanka Ratković; Jovan Marković
	Ethics in Public Relations
	German,  2012
	PR yang sukses harus mampu menyiratkan rasa hormat terhadap aspek etika dalam melaksanakan kegiatan antara perusahaan dan masyarakat, dengan menekankan kejujuran, kompetensi dan karisma.

Berdasarkan penelitian tersebut, berkaitan bahwa sebagai PR yang sukses memang harus menghormati aspek etika dengan menekankan kejujuran, kompetensi dan juga karisma di dalam berhubungan dengan masyarakat, agar perusahaan mendapatkan citra yang positif di mata masyarakat, karena jika tidak masyarakat pun tidak akan simpati dengan perusahaan kita, apapun yang kita lakukan.


	2.

 Eyun-Jung Ki & Junghyuk Lee & Hong-Lim Choi
	Factors affecting ethical practice of public relations professionals within public relations firms
	South Korea, 2012
	Dengan adanya kode etik di sebuah perusahaan public relations, sangat memiliki dampak yang kuat pada praktek etika dari profesional humas dalam perusahaan. Praktisi yang bekerja di perusahaan PR dengan kode etik lebih mungkin untuk menunjukkan standar etika yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak.

Dijelaskan pula berdasarkan penelitian tersebut, bahwa dengan memperhatikan kode etik atau dikenal dengan kode perilaku (code of conduct) seperti yang di jelaskan di latar belakang, akan lebih memungkinkan untuk menunjukkan standar etika yang lebih tinggi, dibandingkan dengan yang tidak bekerja berdasarkan kode etik. 


	3. 

Nurul Komari & Fariastuti Djafar
	Work Ethics, Work Statisfaction and Organizational Commitment at the Sharia Bank 
	Indonesia, 2013
	Etika kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap komitmen organisasi. Ini berarti bahwa pekerjaan yang lebih tinggi Etika nya, akan meningkatkan komitmen

organisasi. Misalkan sebagai praktisi Public Relations yang berhadapan langsung dengan masyarakat, media, maupun publik lainnya maka praktisi PR tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai praktisi dipastikan mampu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dengan tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap perusahaan tempat ia bekerja untuk menciptakan hubungan yang baik dengan publik. 


	4. 

Ferguson, Wallace and Chandler
	Rehabilitating Your Organization’s Image: Public Relations Professionals’ Perceptions of the Effectiveness and Ethicality of Image Repair Strategies in Crisis Situations
	Amerika, 2012
	Ketika organisasi/perusahaan sedang mengalami krisis, public relations yang profesional dipanggil sebagai ahli komunikasi dalam memainkan peran dalam mengurangi kerusakan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam organisasi. PR profesional juga focus pada penilaian tentang strategi yang beretika, strategi profesional yang cenderung menggunakan dan merekomendasikan strategi mana yang paling efektif. 

Dalam hal ini, strategi yang beretika memang memegang peranan penting bagi seorang PR terutama dalam keadaan krisis yang terjadi di perusahaan tertentu. Dalam keadaan tersebut, PR dipanggil untuk mengurangi kerusakan dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam organisasi, hal tersebut juga erat kaitan nya

	5. 

Brian Walden
	PROFESSIONAL ETHICS: BACK TO BASICS
	United States, 2009
	Etika Professional pada dasarnya tentang membangun  hubungan kepercayaan antara anggota profesi dan konsumen. Tentunya diri kita sendiri juga merupakan seorang konsumen jadi hal ini memungkinkan untuk kita menggambarkan pengalaman dan wawasan kita sebagai konsumen kita sendiri untuk membimbing bagaimana standar praktek etis yang seharusnya.


LAMPIRAN
Studi Kasus Public Relations dalam Pendekatan Etika dan Hukum : Walikota Surabaya Berbohong Terkait Socrates Award Yang Diterima

Oleh:

Syaiful Azhary

 

Abstrak
Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang petugas public relations adalah memberikan informasi yang tidak benar kepada publik. Tujuan saya mengangkat Studi kasus tentang tindakan walikota surabaya yang berbohong terkait Socrates Award yang beliau terima adalah agar kita tahu bahwa dalam menjalankan perannya sebagai humas, kita memiliki nilai-nilai etika yang tertuang dalam tata aturan kode etik humas yang memiliki sanksi moral apabila kita melanggarnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan metode analisis wacana dari media online untuk mengumpulkan data terkait dengan tema studi kasus yang saya bahas. Hasil kajian dari studi kasus ini menunjukkan bahwa Humas Pemkot surabaya telah melakukan keteledoran dengan tidak terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tentang award yang diterima oleh Ibu Walikota Surabaya sebelum melakukan Siaran press sehingga yang terjadi adalah informasi yang salah yang terpublikasikan. Kesalahan ini diperparah lagi ketika wartawan menyadari ada kejanggalan berupa kebohongan informasi, pihak Humas pemkot tidak segera mengklarifikasi namun justru menganggap ini bukan masalah besar.

 
Latar Belakang
 
Etika merupakan nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum bagi penentuan baik buruknya perilaku manusia atau benar salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Etika bisa diartikan sebagai peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis tentang pergaulan hidup seseorang dalam suatu masyarakat. Seorang PR harus bisa menempatkan diri ketika malakukan tugas, baik tugas di dalam organisasi maupun ketika menghadapi masyarakat atau publik. Etika harus diterapkan pada setiap perilaku para praktisi PR. Integritas pribadi merupakan bagian utama dari profesionalisme (etika profesi 2011).
Seorang profesional PR harus bisa menjadi narasumber yang kredibel, harus dapat dipercaya, beritikad baik serta bersikap dan berperilaku terpuji. Praktisi PR yang baik adalah mereka yang senantiasa berusaha memberikan nasihat-nasihat terbaik, tidak suka menyuap atau disuap apalagi korupsi, serta selalu mengemukakan segala sesuatu atas dasar fakta-fakta yang sebenarnya. profesi PR juga diharapkan untuk mampu membuat perencanaan program dan mengambil tindakan dalam upaya untuk mempertahankan, menciptakan, dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya. (Jefkins , 2004)
Humas Pemkot Surabaya memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas ibu Walikota Surabaya. Peran humas untuk menjaga reputasi ibu Walikota sudah tidak diragukan lagi bahkan sudah diakui menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun, fungsi humas untuk bisa menjaga reputasi ini sedikit tercoreng ketika humas tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi yang benar kepada publik.Petugas humas seharusnya memastikan kebenaran informasi yang akan di sampaikan ke media dari sumber-sumber yang kredibel sehingga informasi yang disampaikan ke publik jelas dan dijamin kebenarannya. Kejadian kesalahan informasi Pada tanggal 17 April 2014, pada saat bagian Humas Pemkot Surabaya membagi siaran pers kepada wartawan dan kantor media massa. tentang kebanggaan atas penghargaan Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of the Future kepada Walikota Surabaya  (seharusnya adalah United Europe Award untuk kategori “For Personal Contribution to the Development of Europe Integration”). Memang kesalahan ini tidak sampai berimplikasi keranah hukum, namun dilihat dari kode etik public relation ini sudah menyalahi.

 

Tujuan
Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mencari bentuk-bentuk pelanggaran atas kode etik public relations oleh fetugas humas yang terjadi disekitar kita dan dapat dijadikan introspeksi bagi kita untuk terjun menjadi praktisi humas.

 
Metode Analisis 
Metode analisis yang saya lakukan adalah analisis wacana dari beberapa media online, sedangkan untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang terjadi mengacu pada Kode etik Humas dari IPRA, Perhumas, dan Bakohumas.

 
Deskripsi Respon dari Organisasi
Pada tanggal 17 April 2014, Bagian Humas Pemkot Surabaya membagi siaran pers kepada wartawan dan kantor media massa. Isinya, menyatakan kebanggaan atas penghargaan Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of the Future . “Kota Surabaya menjadi kota pertama di dunia yang mendapatkan award ini untuk kategori kota,” begitu di antara tulisan di laman Humas Pemkot Surabaya. Kategori “Innovative City of the Future” merupakan penghargaan yang diberikan atas keberhasilan membangun kota masa depan, yang berciri menonjolkan pendekatan kemanusiaan. Selain menerima penghargaan, Walikota Risma mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara pada acara yang menjadi bagian dari London Summit of Leaders yang berlangsung dari 15-17 April 2014 tersebut (surabaya.go.id, 2014). Kemudian  Banyak media cetak yang memuat tentang berita ini.

Pada tanggal 20 Maret 2014, Dilakukan kirap dengan menggunakan Iring-iringan jip terbuka yang ditumpangi Risma menjadi pusat perhatian saat melintasi Jalan Raya Darmo yang pagi itu menjadi arena car free day. Warga pun berebut mendekat, ingin melihat benda berkilau yang digenggam Risma pagi itu. Piala berwarna emas itu tergenggam di tangan kanannya. Di belakang Risma, ikut serta Kabag Humas Muhammad Fikser. Pejabat kelahiran Papua itu memegang sertifikat atau piagam berpigura. Wajah Fikser tak kalah berseri-seri memegang piagam penyerta piala yang ditenteng.
Namun, terlihat yang pertama kali diketahui dari piagam atau sertifikat yang dipegang Fikser saat kirab. Di piagam yang kini dipajang di Balaikota Surabaya itu tertulis jelas, kategori “For Personal Contribution to the Development of Europe Integration”. Bukan kategori “Innovative City of the Future” sebagaimana disampaikan Risma maupun siaran pers bagian Humas Pemkot Surabaya.
Hal itu kemudian ditelusuri oleh wartawan dengan membuka situs EBA. Hasilnya agak mengejutkan. Nama Risma maupun Kota Surabaya tak masuk daftar penerima Socrates Award. Hanya ada enam penerima dalam daftar itu, yaitu  Juan Ckarlos Izaggirre (Wali Kota Donostia-San Sebastian, Spanyol), Aleksandar Bogdanovic (Wali Kota Old Royal Capital Cetinje, Montenegro), Akbulatov Edkham Shukrievich (Wali Kota Krasnoyarsk, Rusia) dan Victor Kondrashov (Wali Kota Irkutsk, Rusia).
Dua penerima lain adalah perusahaan: Yury Sviridov, doktor ilmu teknik (dari perusahaan gabungan Prometey, Rusia) dan Anatolii Nikolaevich Asaul (Direktur Institut Ekonomi Rusia).Nama Risma baru muncul dalam daftar penerima United Europe Award. Ini adalah penghargaan untuk figur (kepala daerah) yang berhasil menghubungkan kotanya dengan dunia Eropa.
Menanggapi tidak adanya nama Risma dalam rilis resmi EBA ini, Kabag Kerja Sama Pemkot Surabaya Ifron Hady Susanto berkilah, situs milik EBA itu tidak update. “Saya juga kaget, Surabaya tidak tercantum. Tetapi ternyata situs itu tidak update kok,” jawabnya saat ditemui oleh waratwan pada tanggal 5 Mei 2014. Ifron bersikeras menyatakan, penghargaan yang diterima Risma adalah Socrates Award. Selain situs EBA tidak update, kata Ifron, tidak adanya nama Risma dan Surabaya dalam laman tersebut karena mekanisme penentuan pemenang untuk Risma dan Surabaya berbeda dari enam nama pemenang yang diumumkan di laman EBA.
Menurutnya, enam nama pemenang yang ada di laman EBA itu didasarkan pemilihan secara online. Sementara itu, kemenangan Risma dilakukan melalui penjurian di depan para penelis dan undangan.”Jadi ada dua. Melalui online dan penjurian. Tapi nanti ketemunya di acara debat itu,” kata Ifron.
Dalam kontes itu, katanya, kontestan memaparkan pembangunan kotanya. Berdasarkan keterangan di laman EBA, ajang pemberian penghargaan diberi label Socrates Award Ceremony. Pada seremoni itulah akan digelar panel atau semacam seminar dengan menghadirkan stakeholder EBA. Risma diundang menjadi salah satu pembicara dalam panel itu.
Dalam rilis Humas Pemkot sebelumnya, Risma menyebut, perwakilan dari Cetinje yang menjadi pesaingnya. Dia mengklaim berhasil mengungguli paparan dari perwakilan kota di negara Montenegro dan berhak memenangkan award untuk kategori “Innovatif City of The Future”.
“Dia (Cetinje) kami kalahkan dalam presentasi. Kami presentasinya lengkap tentang parameter kota masa depan. Di antaranya kota harus nyaman ditinggali warga, kebijakan inovatif serta mendorong masyarakat untuk maju. Mungkin belum sempurna, tetapi akan terus ditingkatkan,” kata Risma dalam rilis Humas Pemkot.
Sebaliknya malah, Wali Kota Citinje-lah yang masuk dalam daftar pemenang International Socrates Award. Saat disinggung soal piala dan sertifikat yang mendukung klaim itu, Ifron tidak bisa menunjukkannya. Memang tidak ada keterangan dari EBA yang menunjukkan Risma atau Surabaya mendapatkan award untuk kategori itu.
Penjelasan soal website tidak diperbaharui pun bertabrakan dengan tampilan website EBA. Laman EBA, jelas sekali, memperlihatkan konten baru. Konten yang baru saja diunggah setelah seremoni penerimaan award berakhir. Laman itu juga memampang foto-foto proses penerimaan penghargaan. Termasuk foto Risma saat menerima penghargaan United Europe Award.
Deretan foto memperlihatkan di antaranya ketika Risma menerima selempang merah jambu yang dipasangkan ke atas pundaknya oleh John Netting, CEO EBA. Warna mereh jambu menjadi tanda United Europe Award. Tanda lebih tegas lagi adalah pada medali yang melengkapinya. Bentuknya mirip tanda bintang kehormatan. Medali ini dihiasi ukiran relief peta Eropa dengan lingkaran delapan bintang di tengahnya. Di pinggiran medali, tertulis The United Europe Award, nama penghargaan itu. Ini jelas beda dengan penerima Socrates Award yang ditandai dengan selempang biru. Begitu pula dengan medali yang melengkapinya.Foto lainnya memperlihatkan, setelah menerima pemakaian selempang, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini menerima sertifikat the United Europe Award dan trofi.Dua tanda penghargaan ini sama persis dengan penghargaan yang diarak keliling kota dua pekan lalu itu. (nationalgeographic.co.id, 2014)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memilih bungkam saat ditanya oleh wartawan seputar Socrates Award yang belakangan menjadi pergunjingan di Kota Surabaya. Penyebab pergunjingan itu adalah Wali Kota Risma ternyata mendapat Socrates Award kategori United Europe Award, bukan Innovative City of The Future–seperti yang disebutkan dalam keterangan resmi Pemerintah Kota Surabaya. Penghargaan dunia ini sempat mengharumkan nama Risma di kancah nasional.
Akibat salah sebut nama kategori, Risma diduga melakukan pembohongan publik. “Enggak-enggak, aku enggak mau jawab soal itu (Socrates Award),” kata Risma kepada wartawan di Balai Kota Surabaya, Jumat, 9 Mei 2014. Juru bicara Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fikser, mengatakan polemik ini bukan hal yang harus dibesar-besarkan. Sebab, pihaknya tidak punya maksud melakukan pembohongan publik dengan mengubah kategori penghargaan.  Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya, kata Fikser, menyebarkan release sesuai dengan undangan yang dikirim oleh Europe Business Assembly (EBA), yakni pemberian penghargaan kategori Innovative City of The Future. “Kami enggak ada maksud membohongi publik. Kalau memang mau ambil pialanya, ya silakan saja. Kami memang bayar, tapi uang itu untuk seminarnya saja, tidak buat beli penghargaannya,” ujar Fikser. (nasional.tempo.com, 2014). Dari media online saya melihat, bentuk respon dari bagian Humas  Pemkot Surabaya yaitu menanggapi dengan santai dan itu bukan merupakan hal besar.

 
Respon Organisasi Dilihat Dari Perspektif Etika dan Hukum
Dari kasus tersebu, saya menemukan bahwa Humas Pemkot Surabaya telah melanggar kode etik kehumasan, yaitu :

1. IPRA (International Public Relation Association) Code of Conduct ; pada butir C disebutkan bahwa lembaga kehumasan tidak diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan.”. PR Pemkot Surabaya dapat dikatakan melanggar kode etik karena terbukti tidak berterus terang tentang sebenarnya penghargaan yang diperoleh bukanlah sperti penghargaan yang sebelumnya telah dimuat dalam siaran pers oleh bagian humas pemkot Surabaya.
2. Kode etik Perhumas

· Pasal II tentang PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN, Ayat 1, menyebutkan bahwa Anggota PERHUMAS INDONESIA harus Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan.
· Pasal III tentang PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA, ayat 3, menyebutkan bahwa Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan

1. Kode etik Humas Pemerintah (Bakohumas), Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 6, tentang Humas Pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatuinstansi/perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan ekstenal dan membina martabat instansi/ pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pelanggaran kebohongan informasi diatas memang tidak memiliki implikasi hukum hanya berupa sangsi moral berupa cibiran pencitraan Walikota Surabaya. Namun akan muncul tuntutan hukum ketika:

1. Tuduhan bahwa website EBA tidak diperbarui mendapat respon dari official resmi website Europe Business Assembly (EBA), lembaga yang bermarkas di Oxford, Inggris.
2. Klaim Risma yang menyebut kalahkan perwakilan dari Cetinje yang menjadi pesaingnya dan berhak memenangkan Socrates award untuk kategori “Innovatif City of The Future” dalam rilis Humas Pemkot dituntut balik oleh pihak Cetinje, karena pada kenyataannya perwakilan Cetinje-lah yang menjadi salah satu pemenang Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of the Future.

Kesimpulan & Rekomendasi 
Kesimpulan yang bisa diambil dari studi kasus diatas adalah penyampaian informasi melalui siaran pers yang dilakukan oleh Humas Pemkot Surabaya mengenai penerimaan Socrates Award 2014 untuk kategori Innovative City of the Future merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik public relation yaitu menyebarkan informasi bohong atau tidak memiliki nilai kebenaran berita.
Rekomendasi yang bisa saya sampaikan adalah :

1. Petugas humas Pemkot Surabaya harus berhati-hati dalam menjalankan perannya khususnya untuk memberikan informasi kepada publik harus dipastikan dulu nilai kebenarannya.

2. Sesegera mungkin melakukan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf melalui media massa atas kesalahan informasi yang diberikan dengan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya.
3. Tidak membuat rilis berita dam media resmi dengan berita yang tidak benar (Klaim Risma yang menyebut kalahkan perwakilan dari Cetinje yang menjadi pesaingnya dan berhak memenangkan Socrates award untuk kategori “Innovatif City of The Future”)
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